KABUPATEN LEBONG
NOMOR 9 vAHUN 2011

TENTANG

RET
RIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,

Eahwa Reltribusi merupakan salah satu sumber pendapatan
aerah  yang penting guna membiayai pelaksanaan
pemerintahan daerah:

bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
perlu dilakukan pengaturan kembali Retribusi Daerah sesuai
dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku:

bahwa pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan salah
satu objek Refribusi yang pemungutannya menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

Umum;

Pasal 18 ayat (68) Undang-Undang Dasar Megara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor g Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828),

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209):



10,

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun Eﬂﬂilentﬁ_n?.l gPE |
epahnia
Kabupaten Lebong dan Kabupaten REPANECH _ . 2003

Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia )
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4349),
emerintahan

Undang-Und Nomor 32 Tahun 2004 tentang P
4 ot blik [ndonesia Tahun 2004

Daerah (Lembaran Negara Repu | :
Nomar 1125, TambahangLembaran Negara Heguphh Indonesta
Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terak:u
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tenlgng
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2 oy
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844},

2004 tentang Perimbangan
' dan Pemerintahan Daerah
004 Nomor 126,
r4438),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun
Keuangan Antara Pemerintah Pusa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo

Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2004 lentang Jalan
(Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1883 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 3209);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tenta

. ng Jal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nngm-:jr g?
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);

Peraluran Fjemerinrah Nomar 43 tahun 1993 lentang Prasarana
dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan .
Indonesia Nomor 3529); Lembaran Negara Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Le

j mbar \
Indonesia Tahun 2005 Nomor' 140 Tg;b";igﬂml_ﬁepuhhk
Negara Republik Indonesia Nomor 4578): n Lembaran



14. Peratyran p
L L] :
Pembinaan ﬂr::"[["::h Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Daerah (Lembaran aﬂwaﬂﬂn Penyelenggaraan Pemerintahan
Nomor 125, Tﬂmhmv.ﬂf,gfra Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4503): embaran Negara Republik Indonesia

15. Peraluran Pemer
m
Pembagian ehnlah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pemerintahan Uéusﬂn Pemﬁfiﬂtahan Antara  Pemerintah,
Kabupalen/Kota ﬁ_ﬁrﬂh Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
2007 Nomor embaran Negara Republik Indonesia Tahun

82, T i
Indonesia Nomar 4?3?5;;mbahan Lembaran Negara Republik

15-3::;411-;3; bZE:mErmlah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tala
o fian dan Pemantfatan Insentif Pemungutan Pajak
erah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

dan
BUPATI LEEGMG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan.

{. Daerah adalah Kabupaten Lebong:
_ selanjutnya disebul Pemerintah, adalah Presiden
2, Pemenptallw Eus:;.i;a::ng memegang kekuasaan pemerintahan negara
EEE:E:It Inrzi;nnesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
I :
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

3. i rah
Pemerintah Dae intahan Daerah.

penyelenggara Peme

4. Bupali adalah Bupati LEDONS:



10.

1.

12.

13.

14,

15.

Pejabat adalah pegawai yang diberi fugas terientu di bidang Retribusi

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ndal yang merupakan
yang tidak melakukan
n komanditer, perseroan
adan usaha milik daerah
firma. kongsi, koperasi,
an, nrganisasi massa,
lembaga dan bentuk
bentuk usaha tetap.

Badan adalah sekumpulan orang danfatau m
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
usaha yang melipuli perseroan terbalas, perseroa
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau b
{BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayas
organisasi sosial paliik, atau organisasi lainnya,
badan lainnya termasuk kontrak invesiasi kolektif dan

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan
oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi
untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alatl berat dan gﬂat-
alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak

melekal secara permanen.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang lidak bersifat

sementara.

Tempat Parkir adalah tempal yang disediakan untuk pelayanan parkir di
tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;

Jalan adalah prasarana transportasi daral yang melipuli segala bagian
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan-nya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, d atas
permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, sera di alas
permukaan air, kecuall jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Retribusi Daerah, yang selanjulnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagal pembayaran alas jasa alau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan danfatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi F'arkir_adafah sejumiah yang harus dibayar kepada Pemerintah
Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan di tempat parkir.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan

yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lain
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. nya yang dapat

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. umum serta dapat



° m;arﬂ?mdﬂemmsi adalah orang pribadi atau Badan yang menurul peraturan
Eﬂmhu:?ﬁ'”“dﬂnﬂﬂn Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
» lefMasuk pemungut atau pemotong Retribusi terientu.

17. Ma:ta Relr_ihusi_‘adalah sualu jangka waktu lertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

18. Surat Seloran Relribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
bukli pembayaran atau penyeloran Retribusi yang telah dilakukan dengan
mengg_unahan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

19. Surat Ketetapan Relribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan Relribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
Retribusi yang terulang.

20. Surat Ketelapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumiah kredit Retribusi lebih besar
dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
sural untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrati
berupa bunga dan/atau denda.

22 Pemeriksaan adalah serangkaian kegialan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukli yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengujl
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan kelenluan
peraturan perundang-undangan perpajakan daeran dan Retribusi daeranh.

23. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Reifribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukli yang dengan bukti ilu membuat terang tindak pidana
di bidang perpajakan daerah dan Retribusi yang lerjadi serta menemukan

tersangkanya.

24 Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut
Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan
atas kinerja tertentu dalam melaksankan pemungutan pajak dan retribusi.

BAB Il
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi dalam Peraturan Daerah ini dinamakan Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum.



Pasal 3

arkir di lepi jalan umum

(1) Objek Retribusi adal [ an
alah penyediaan pelayanan p dengan ketentuan

yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai
peraturan perundang-undangan.

(2) Objek Relribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjulnya diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 4

enggunakammenihmaﬁ

Subjek Relribusi adalah ibadi atau Badan yang m
orang pribadi alau Ba yang Pemerintah Daerah.

pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh

Pasal 5

Retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagal Retribusi Jasa

Umum.

BAB I
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi
penggunaan parkir,

BAB IV
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan efeklivitas pengendalian atas pelayanan

tersebut.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a  Kendaraan rada 2 (dua) Rp 500,-fsekali parkir

b. Kendaraan roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) Rp1.000,-/sekali parkir
c. Kendaraan roda 6 (enam) keatas Rp 2.000 -/sekali parkir

Pasal 9

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (figa) tahun sekall
memperhatikan indeks harga dan perkembangan EET]Eknnﬂmi;ka" dengan

(2) Penetapan tarf Retribusi sebagaimana dimaksud pa i
dengan Peraturan Bupati. pada ayat (1) ditetapkan




BABV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
dipersamakan,

atau dokumen lain yang

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayal (3)

didahului dengan Surat Teguran.

Ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan

Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

Relribusi terutang harus dibayar sekaligus.

Retribusi terutang harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bupali atas permohonan Waijib Retribusi setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi
untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retrnibusi, dengan
dikenakan sanksl administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pembayaran, angsuran, dan
penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraluran Bupali.

Pasal 13
Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, STRD, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan

jumiah Retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar

penagihan Retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 7
(tujuh) hari sejak tanggal diterbitkan.



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan
Peraturan Bupali,

BAB Vil
KEBERATAN

Pasal 14

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertal
alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paiing lama 3 rfhg?] bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib _Retnbuﬁl dapal
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
di luar kekuasaannya.

ana dimaksud pada ayat (3)

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaim :
hendak atau kekuasaan Wajib

adalah suatu keadaan yang terjadi di luar ke
Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan

pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 15

Bupati datam jangka wakiu paling lama 6 (enam) bulan sejak langga_l $ural
Keberatan dilerima harus memberi kepulusan atas keberatan yang diajukan

dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Relribusi, bahwa keberatan yang diajukan

harus diberi keputusan oleh Bupali.

i atas keberatan dapal berupa menerima seluruhnya atau

Keputusan Bupat ke
bah besamya Relribusi yang lerutang.

sebagian, menolak, alay menam
Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati lidak memberi suatu kepulusan, keberatan yang diajukan lersebul
dianggap dikabulkan.

Pasal 16

Jika pengajuan keberatan dikahullkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.



(1)

(2)

(2)

(4)

()

(6)

(7)

(1)

()

(3)

PENG BAB VI
EMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

Alas kelebihan pembayaran Retribusi, Waijib Retrihusi dapatl mengajukan

permohonan pengembalian kepada Bupati.

) bulan, sejak diterimanya

Bupali dalam jangka waklu paling lama 6 (enam
busi sebagaimand

EF"“I?hﬂnan pengembalian kelebihan pembayaran Retr
imaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dan ayal (3)
telah dilampaui dan Bupali tidak memberikan suaty keputusan,
permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 {satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Relribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebul.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
Fﬂfﬂﬂ ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Relribusi dilakukan setelah lewat
2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bupali.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18
melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

3 {tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
Retribusi melakukan lindak pidana di bidang Retribusi.

Hak untuk
melampaui wak:lu
kecuali jika Wajib

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh jika:
a. diterbitkan Sural Teguran; ata::u _
b. ada pengakuan ulang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung

maupun lidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Sural Tegurap sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Sural

Teguran tersebut.

— e ——

B

R R s



(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

,I: El'lth:lzkuan ulang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
yel. {2} hurul b adalah Waijib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan

: elunasinya kepa
Pemerintah Daerah. g Relribusi dan belum

Pengakuan utang Relribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran

ﬂRt:I';’ihDE_nundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
usi.

Pasal 19

Piutang Retribusi yang tidek mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara penghapusan piutang Retribusi
yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

Terhadap wajib Retribusi dapat diberikan keringanan, pengurangan, dan
pembebasan Retribusi.

Pemberian Keringanan dan Pengurangan Retribusi dapat diberikan dengan
melihat kemampuan Wajib Retribusi.

Pembebasan Relribusi dapat diberikan dengan melihal fungsi objek
Retribusi.

Kelentuan lebih lanjul mengenai pemberian keringanan, pengurangan, dan
pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMERIKSAAN

Pasal 21

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan
peraturan pemndang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi,



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

wajlb REtribusi yang dipE‘fikEE Wﬂ]ib

a. memperlihatkan dan/atay memiﬁjamhan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek Relribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan,
dan/atau

¢. memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih [EInju'[ mengenai tata cara pemEl"iHEEIEIH Relribusi diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB XlI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapal diberi insentif

alas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalul
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dirnafrnsud
pada ayal (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

insentif Pemungutan Pajak Oan Relribusi Daerah.

BAB Xl
PENYIDIKAN

Pasal 23

Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang Relribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pejabat Pegawai

agaimana dimaksud pada ayal (1) adalah pejabat pegawai
rientu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Penyidik seb
negeri sipil te
pejabat yang
undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
2. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan

jelas,



4)

(1)

(2)

b- mE"E‘IIh, mEnca

pribadi atau B
sehubungan de

':" dan mengumpulkan keterangan mengenal orang
adan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
ngan tindak pidana Relribusi Daerah;

c. memi
Sehuhnt_:?. ";E!Erangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
gan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d- l -
:};:1 eriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
na di bidang Retribusi Daerah:

¥ mE!E‘;‘““H“ penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukl
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan lerhadap bahan bukli tersebut:

f. mﬂmfﬂ!ﬂ hantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti danfalau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau lempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identilas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa,

h. memolret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Relribusi

Daerah;

i.  memanggil orang untuk didengar kelerangannyd dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi,

j.  menghentikan penyidikan, danfatau

k. melakukan lindakan lain yang periu unluk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan kelentuan

peraluran perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membertahukan dimulainya
ikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

penyidikan dan menyampal 1S _
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Wajib Retribusi yang tidak me!aks:anakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau pidanad denda pallng banyak 3 (liga) kali jumlah Retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
negara.



BAB XIv
KETENTUAN PENUTUP

- J Pasal 25
peraturan Daerah ini mulai berjaky pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong:

Ditetapkan  di _Tube!
padﬂ tanggal ..,;I ;_8-2”11

o PATI LEBONG\{

f%/"

ﬂf/ H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubel
padatanggal Z.- -3 - 2011
SEKRETARIS DAERAH LEBONG,

H. ARBAIN AMALUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2011 NOMOR...7.
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BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

o Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempalannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.
Ditetapkan  di  Tubei

pada tanggal .£5.. & 2011

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tuhei_
padatanggal &2- . & - 2011
SEKRETARIS DAERAH LEBONG,

H. ARBAIN AMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2011 NOMOR...2.



